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PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

Pengertian PTUN

Istilah Peradilan Tata Usaha Negara sama dengan pengertian hukum acara tata usha Negara, pengertian ini ditemukan dalam undang-undang no. 5 tahun 1986, yaitu hukum acara yang digunakan dalam proses peradilan, dengan demikian hukum acara tata usaha Negara memiliki pengertian yang sama dengan hukum acara yang digunakan pada peradilan umum untuk acara perdata dengan beberapa perbedaan. Undang-undang No.5 tahun 1986, memuat aturan hukum tentang lembaga peradilan melipiti peraturan-peraturan tentang kedudukan susunan dan kekuasaan serta hukum acara yang berlaku pada lembaga peradilan tersebut. 


Peradilan tata usaha Negara adalah lembaga peradilan yang mengadili sengketa tata usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian antara badab atau pejabat tata usaha Negara dengan seseorang atau badan hukum perdata yang disebabkan oleh dibuatnya keputusan tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Peradilan tata usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara, peradilan ini bukan satu satunya lembaga peradilan, tetapi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk mengadili sengketa tata usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Perubahan [[UUD 1945]] membawa perubahan mendasar mengenai penyelengaraan kekuasaan kehakiman, dan diatur lebih lanjut dengan [[Undang-Undang]] Nomor 4 Tahun [[2004]] tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsekuensi dari perubahan ini adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah [[Mahkamah Agung]

. 

Proses pengajuan gugatan tata usaha Negara 

1. Syarat-syarat pengajuan gugatan Persoalan utama dalam pembahasan ini untuk mendapatkan jawaban bagaimana syarat-syarat suatu gugatan yang dapat diterima oleh pengadilan dilingkungan peradilan tata usaha Negara. Perlu diketahui banyak gugatan ditolak oleh ketua peradilan tata usaha Negara, disebabkan tidak memenuhi sayat-syarat gugatan. Untuk itu suatu gugatan dapat diterima apabila memenuhi syarat. Untuk tingkat pertama diawali dengan pengajuan gugatan ke pengadilan yan benar sesuai dengan syarat yang ditetapkan hukum acara. Kemudian perlu diketahui siapa yang berhak mengajukan gugatan? Ditetapkan bahwa gugatan hanya bisa diajukan oleh seseorang atau hukum perdata. Sesuai dengan sifat dan azas dari hukum acara tata usaha Negara bahwa tidak dimungkinkan gugatan antar pejabat dan antar badan administrasi Negara, kondisi ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum acara perdata. Salah satu syarat guggatan antara lain tertulis, dijelaskan alasannya karena diperlukan gugatan ini akan dijadikan pegangan bagi pengadilan dan para pihak selama proses pemeriksaan berjalan.

2. Dikemukakan bahwa isi gugatan hanya terbatas pada satu macam tuntutan pokok, yang berupa tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Alas an-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan termasuk dalam pasal 53 ayat2 Undang-undang No.5 1945 seperti berikut:

A. keputusan tata usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. .badan atau pejabat tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud dari diberikannya wewenang itu.

C. badan atau pejabat tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepenrtingan yang tersngkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut.


Suatu gugatan dapat diterima oleh penggugat, maka harus dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Persyaratan-persyaratan ini apabila tidak dipenuhi akan berakibat tidak diterimanya suatu gugatan. Syarat-syarat gugatan ini diatur dalam pasal 56 UNdang-undang No.5 tahun 1986

1. gugatan harus memuat:

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya

b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat

c. dasr gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan

2. apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuas penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa hukum yang sah

3. gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusn tata usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat

dalam penetapan putusna PTUN didasarkan pada musyawarah mufakat, azas ini merupakan ciri dan karakteristik dari peradilan tata usaha Negara yang ditetapkan dalam menetapkan putusan pengadilan. Musyawarah dipimpin oleh ketua sidang. Putusan merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat,putusan ini dapat diambil dengan suara terbanyak. Seandainy adalam musyawarah pertama tidak dapat menghasilkan putusan, maka musyawarah dapat ditunda dan dilanjutkan pada musyawarah berikutnya. Putusan pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum atau ditunda pada hari yang lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak. 


Gugatan berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, putusan dapat juga berupa gugatan tidak diterima atau gugatan gugur dalam arti bahwa terdapat kondisi yang dapat dijadikan dasar untuk itu msalnya dasar gugata. 


Selain keputusan diambil sebagai keputusan akhir persidangan ada pula keputusan sela yaitu bial dalam suatu persidangan diprelukan suatu putusan sela, putusan tersebut hanya diumumkan dalam berita acara sidang dan tidak dibuat sebagai putusan tersendiri. 

Keputusan yang memiliki putusan tetap, dalam melaksanakannya diperlukan kekuatan hukum mengikatagar tergugat mau melaksanakan kewajibannya pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan, hal ini merupakan peran aktif ketua pengadilan untuk memberikan layanan terhadap masyarakat melalui pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini diperlukan agar putusan dapat segera dilaksanakan oleh tergugat sesuai dengan kewajibannya.

Kompensasi dapat terjadi apabila tergugat tidak dengan segera melaksanakan putusan pengadilan sehingga menimbulkan kerugian bagi tergugat, untuk itu dapat menunjukan permohonan kepada ketua pengadilan.

Bentuk putusan dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, akan melahirkan kewajiban seperti pencabutan keputusan tata usaha Negara, pencabutan sambil menerbitkan keputusan TUN yang baru, penerbitan keputusan tata usaha Negara, membayar ganti rugi, dan memberikan rehabilitasi.

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA
Sengketa Tata Usaha Negara dikenal dengan dua macam cara antara lain:

I. Melalui Upaya Administrasi (vide pasal 48 jo pasal 51 ayat 3 UU no. 5 tahun 1986)
Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau badan hokum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan tata Usaha Negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri.

Bentuk upaya administrasi:

1. Banding Administratif, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan.

2. Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan itu.
II. Melalui Gugatan (vide pasal 1 angka 5 jo pasal 53 UU no. 5 tahun 1986)
Apabila di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut melalui Upaya Administrasi, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Subjek atau pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada 2 pihak, yaitu:

Pihak penggugat, yaitu seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat atau di daerah.

Pihak Tergugat, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya.

Bahan Ajar Hukum Tata Pemerintahan
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